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PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD. BPR BANK JEPARA ARTHA
TAHUN 2017

Perkembangan Perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan
semakin kompleknya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur
risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih
penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang
dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika
(code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, PD. BPR
Bank Jepara Artha melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman kepada prinsip
Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang diatur di dalam POJK No.
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang
pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola
Bank Perkreditan Rakyat yaitu dengan pilar sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam
proses pengambilan keputusan, transparansi harus mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan

masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif

2. Akuntabilitas  (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
PD. BPR Bank Jepara Artha sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat
mempertanggungjawabkan Kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada
stakeholder. Untuk itu PD. BPR Bank Jepara Artha harus dikelola secara sehat,
terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham,
nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan PD.
BPR Bank Jepara Artha merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai

kinerja yang berkesinambungan.



3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan ketentuan internal PD. BPR Bank Jepara Artha serta tanggungjawab
terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin
terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur
kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka PD. BPR Bank
Jepara Artha, harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar
masing - masing organ  beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat
mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya.

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang- undangan. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur
perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya
masing - masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, PD. BPR Bank Jepara Artha
harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan
pemangku kepentingan lainnya berdasarkan  kewajaran dan kesetaraan dari

masing - masing pihak yang bersangkutan.

Tujuan Pelaksanaan GCG di PD. BPR Bank Jepara Artha adalah:

1. Meningkatkan kinerja dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan PD. BPR
Bank Jepara Artha sejalan dengan visi, misi dan rencana bisnis yang telah
ditetapkan.

2. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa
pengurusan dan pengawasan PD. BPR Bank Jepara Artha dijalankan secara

profesional



3. Menjaga agar kegiatan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha mematuhi
peraturan internal dan eksternal, serta perundang-undangan yang berlaku.

4. Meningkatkan pertanggung-jawaban dan memberikan nilai tambah PD. BPR Bank
Jepara Artha kepada Stakeholders.

5. Menjamin kesehatan dan kemajuan PD. BPR Bank Jepara Artha secara
berkesinambungan.

6. Memperbaiki dan meningkatkan budaya kerja PD. BPR Bank Jepara Artha.

7. Mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif.

8. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan PD. BPR Bank
Jepara Artha yang didasari pada prinsip- prinsip GCG

9. Mendorong dan mendukung pengembangan PD. BPR Bank Jepara Artha.

Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dengan Penerapan GCG.

Terselenggaranya pengelolaan PD. BPR Bank Jepara Artha yang sehat dan berkualitas

yang didasarkan prinsip- prinsip dasar Good Corporate Governance tentu akan menjadi

tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam

pengelolaan usaha PD BPR Bank Jepara Artha akan melibatkan banyak pihak mulai dari

Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan Good

Corporate Governance, maka pihak Manajemen PD. BPR Bank Jepara Artha telah

mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1.

Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Good Corporate Governance secara umum termasuk kebijakan Direksi
yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat
serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa
prinsip - prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau
secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun
melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif
dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan

pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa Good Corporate



Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ PD. BPR Bank Jepara
Artha

4. Pejabat serta Pegawai PD. BPR Bank Jepara Artha , setiap jajaran dalam organisasi
wajib memahami dan melaksanakan prinsip - prinsip Good Corporate Governance
secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG
yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip - prinsip GCG
secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanana tugasnya.

5. Pihak-pihak Ekstern yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat
Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun
pihak - pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan
secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang

sehat.
Penerapan tata kelola PD. BPR Bank Jepara Artha adalah sebagai berikut:
I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang
berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak Otoritas Jasa
Keuangan dan telah lulus (Fit and Proper test) . Direksi berjumlah 2 (dua) orang,
salah satunya menjadai Direktur Utama sebagai pemimpin, dengan komposisi
sebagai berikut:
Direktur Utama : Drs. Jhendik Handoko,M.Si.

Direktur Kepatuhan : Jamaludin Kamal, SE, MM
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
i. Mengelola PD. BPR Bank Jepara Artha sesuai dengan kewenangannya dan
tanggung jawabnya sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar, dan peraturan

perundang-undangan

Ii. Menetapakan tata kelola /good corporate governance di seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi



Iii. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh

kegiatan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha

iv. Membina dan mengendalikan semua unit kerja PD. BPR Bank Jepara Artha
berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, responsibility, independency, dan

fairness

V. Menindaklanjuti hasil evaluasi / temuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan

Pengawas, dan SKAI

vi. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksankan fungsi audit intern (SKAI),

fungsi manajemen risiko dan kepatuhan

vii. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi, job description serta

memastikan job description sebagai pedoman pelaksanaan kerja oleh pegawai

viii. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada
pegawai.

iX. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu kepada

Dewan Pengawas

X. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk penerapan tata kelola yang
baik, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang
Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak
Otoritas Jasa Keuangan, dan dinyatakan lulus Fit and Proper test. Dewan Pengawas
berjumlah 2 (dua) orang salah satunya sebagai ketua Dewan Pengawas, dengan
komposisi sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas : Edy Sujatmiko, S.Sos,MM,MH.

Anggota Dewan Pengawas : Mulyaji, SHMM.
Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai
berikut:



I.  Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR
Bank Jepara Artha, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

ii. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi serta memberikan nasehat

iii. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) , audit extern, hasil pengawasan dewan

pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan / otoritas lainnya

iv. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam kegiatan usaha pada

seluruh jenjang organisasi
v. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efekif dan efisien

vi. Memelihara komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ektern, dan Otoritas

Jasa Keuanagn
vii. Menjalankan tugas secara obyektif dan independen

viii. Memberikan nasihat dan arahan dalam hal — hal yang bersifat strategis kepada

Direksi dalam menjalankan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha
Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan

tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

i. Persetujuan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi PD. BPR Bank Jepara
Artha Tahun 2016 dengan surat nomor: 012/03/BPR/111/2017, tanggal 03 Maret
2017

ii. Persetujuan  Reasuransi  Penjaminan  Kredit, dengan surat  No.
012/082/BPR/X1/2017, tanggal 15 November 2017

ii. Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2018 dengan surat nomor:
012/09/BPR/X11/2017, tanggal 13 Desember 2017

c. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite.



Modal Inti PD. BPR Bank Jepara Artha sampai 31 Desember 2017 Rp
38.476.847.272,- sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau
Risiko.

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.
a) Fungsi kepatuhan
e Penunjukan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¢ Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

Direksi secara berkala dilaporkan ke Dewan Pengawas.

e Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk
memastikan PD. BPR Bank Jepara Artha telah memenuhi seluruh peraturan

dan ketentuan yang berlaku.

e Direksi berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan
terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Fungsi audit intern

e Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal (SKAI)

yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.

e Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian
internal PD. BPR Bank Jepara Artha, melakukan review terhadap cara
pengamanan asset PD. BPR Bank Jepara Artha, menilai kehematan efisiensi
penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas dalam pelaksanaan Good

Corporate Governance.

e Telah melaksanakan kewajiban pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis
PD. BPR Bank Jepara Artha.



e Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap keamanan dan ketertiban PD.
BPR Bank Jepara Artha serta melakukan pemeriksaan secara berkala atas
semua unit kerja yang ada di PD. BPR Bank Jepara Artha dan terhadap
agunan-agunan serta jaminan-jaminan yang diterima PD. BPR Bank Jepara
Artha.

e Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit dan pekerjaan lainnya
kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas dan Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.
e Pada awal tahun telah melaporkan pokok-pokok hasil audit kepada OJK
c) Fungsi audit ekstern

e PD. BPR Bank Jepara Artha telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan sebagai eksternal auditor untuk melakukan audit umum

atas laporan Keuangannya.

e Audit umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk  memberikan
pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan PD. BPR Bank
Jepara Artha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

e Penunjukkan KAP dilakukan dengan kontrak kerjasama antara PD. BPR Bank
Jepara Artha dengan pihak KAP.

e KAP telah menyampaikan hasil audit kepada PD. BPR Bank Jepara Artha tepat

waktu dan mampu bekerja secara independen.
d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian intern.
(1) Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi:

e Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian
secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta
penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban

tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.



e Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan
Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan
menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta
mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan

Manajemen Risiko.

o Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen
risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh PD. BPR Bank Jepara Artha
secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan

strategi manajemen risiko.
(2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

e Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang

memerlukan persetujuan Direksi.

e Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan
komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara
keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional PD. BPR Bank

Jepara Artha.

e PD. BPR Bank Jepara Artha sudah menerapkan kebijakan manajemen
risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

(3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian

risiko serta sistem informasi manajemen risiko

e Telah disusun SOP mengenai Penetapan Limit Risiko Serta Pengukuran
dan Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Untuk Menentukan Profil
Risiko PD. BPR Bank Jepara Artha dengan Keputusan Direksi Nomor:
003/60.3/BPR/V1/2016

e Dengan adanya Penetapan Limit Risiko, dapat dijadikan dasar untuk

dibuatnya kebijakan oleh Direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

(4) Sistem pengendalian intern



e PD. BPR Bank Jepara Artha telah menyampaikan Laporan Penilaian

Risiko ke Dewan Pengawas setiap bulan.

e) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana
Besar (large eksposure) atau BMPK

e PD. BPR Bank Jepara Artha tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan

BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.

e Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan

oleh Direksi.

e PD. BPR Bank Jepara Artha telah menyampaikan secara berkala Laporan
BMPK kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

e Pihak Terkait dengan bank adalah sebesar 10% dari jumlah modal adalah
BMPK maksimal sebesar Rp. 3.847.684.727,- , pihak tidak terkait dengan bank
(Individu) adalah sebesar 20% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal
sebesar Rp. 7.695.369.454,- , sedangkan peminjam group/kelompok adalah
sebesar 30% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal sebesar Rp.
11.543.054.181,-

e Penyediaan dana kepada pihak terkait Desember 2017 jumlah nasabah 8 orang
total baki debet Rp. 1.158.899.790,-

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada PD. BPR Bank Jepara Artha, saham

100 % (seratus persen ) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan
Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham PD. BPR

Bank Jepara Artha.

1) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi

lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.



VI.

VII.

VIII.

2) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya,

anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham, sampai derajat kedua.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki saham di PD. BPR Bank Jepara Artha, atau di
BPR Lain dan Perusahaan lainnya

Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas
Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi Dan/Atau Pemegang Saham PD.
BPR Bank Jepara Artha;

1) Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota
Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi , dan Pemegang Saham.

2) Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham, sampai derajat
kedua.

Paket / kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

Pengawas

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas
meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya) selama
tahun 2017 sebesar Rp. 587.769.053,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura
(tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun
2017 sebesar Rp.167.144.073,- terlihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Pengawas Direksi

Orang Nominal Orang Nominal

Remunerasi dalam bentuk non natura

(gaji dan penghasilan tetap lainnya) 2 Rp. 156.390.804 2 Rp. 431.378.249,-

Fasilitas lain dalam bentuk natura /
non natura (fasilitas Tidak tetap

lainnya al, perumahan, transportasi, 2 - 2 Rp. 167.144.073,-
asuransi kesehatan, dll) yang tidak
dapat dimiliki

Rasio gaji Tertinggi dan Terendah:

Rasio gaji tertinggi dan terendah sebagai berikut:



a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah: 48 :1

b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah: 1,36:1

c) Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah adalah:  1,25:1

d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi adalah: 4,48:1

e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah: 4,21:1
IX. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

a. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas
tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jepara
Artha.

b. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 3 kali dalam
setahun, berarti belum maksimal dalam melakukan rapat, dan rapat tersebut dihadiri
oleh seluruh Dewan Pengawas serta dibuatkan daftar hadir

d. Materi yang dibahas:

i. Pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi PD. BPR Bank Jepara
Artha Tahun 2016

ii. Pembahasan Reasuransi Penjaminan Kredit
iili. Pembahasan Rencana Bisnis Tahun 2018

X. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai PD. BPR
Bank Jepara Artha, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau
penyalahgunaan kredit di PD. BPR Bank Jepara Artha selama tahun 2017 adalah tidak
ada/ Tidak pernah terjadi.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Jumlah Fraud Untuk Posisi Laporan Desember 2017

Internal Fraud Jumlah Kasus yang dilakukan oleh

Direksi Dewan Pengawas Pegawai tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Tahun Tahun Tahun
dalam 1 tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Sebelumn sebelumn sebelumn sebelumn
Laporan Laporan Laporan Laporan
va va va va

Total Fraud

Telah
Diselesaikan

Dalam Proses
Penyelesaian
internal BPR

Belum
diupayakan
penyelesaiann
ya

Telah ditindak
lanjuti melalui
proses hukum

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR Bank
Jepara Artha, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan
penyalahgunaan kredit atau simpnanan dana masyarakat.

Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:



XIl.

XII1.

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata

Pidana

Telah selesai
mempunyai

hukum yang tetap)

(telah
kekuatan

Dalam

penyelesaian

proses

Total

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PD. BPR Bank

Jepara Artha mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan

kepentingan.

Sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini:

NO

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi

(jutaan
Rupiah)

Keterangan

Nama dan Nama dan
Jabatan Jabatan
Pihak yang Pengambil
Memiliki Keputusan
Benturan

Kepentingan

Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR Bank Jepara

Artha selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial kepada Lembaga di

lingkungan Kabupaten Jepara, penerima dengan total sebesar Rp.161.758.500,-




(sebagaimana terlampir), dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang
dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Jepara Artha.

XIV. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PD. BPR Bank Jepara Artha
periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola PD. BPR Bank Jepara Artha sebagai berikut:

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai
Komposit

Total

Penilaian | 0,24 | 0,26 | - | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,12 1,50

Faktor

Predikat Sangat Baik

Komposit

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan
memperhatikan prinsip-prinsip GCG

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas
Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan
prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas
terhadap kebijakan Direksi

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Karena modal inti PD. BPR Bank Jepara Artha masih kurang dari Rp.
50.000.000.000,- (lima puluh milyar), maka fungsi ini belum dilaksanakan

4. Penanganan Benturan Kepentingan
PD. BPR Bank Jepara Artha berusaha semaksimal mungkin untuk selalu
menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan PD. BPR Bank Jepara
Artha, dan selama ini belum ada benturan kepentingan, dan juga sudah mempunyai
SOP tentang penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan
riview atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
selalu mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, atau perundang-
undang lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern



10.

11.

Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai
acuan pemeriksaan telah memenuhi standar minimum dalam melakukan audit. SKAI
menjalankan fungsinya secara independen.

Fungsi Audit Ekstern

Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS, dan
KAP terdaftar di OJK , Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara
independen :

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, telah
melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan , dan mitigasi risiko, dan juga telah
dilakukannya penetapan limit semua risiko (risiko kredit, operasional, likuiditas,
kepatuhan). Pengendalian internal telah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan.

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentvan BMPK baik kepada
pihak terkait ataupun pihak tidak terkait dengan bank

Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK, dan telah
memperhatikan rencana kedepan serta digunakan acuan di dalam menjalankan
operasional bank, dan selalu dilakukan pemantaun terhadap keberhasilan dalan
pelaksanaan rencana bisnis.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara
transparan, sehingga masyarakat dapat melihat layanan produk dan jasa Bank.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa.

Dewan Pengawas /
PD. BPR Bank Jepara Artha % o * PD. BPR Bank Jepara Artha
PD. BPR N
. ' BANK '
Edy Sujatmiko, S.Sos. MM.MH. Drs. Jhendik Handoko, M.Si
Ketua Direktur Utama
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LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN GCG PD. BPR BANK JEPARA ARTHA
BULAN DESEMBER 2017

1. LAMPIRAN LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA

2. DANA SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL



